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PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2014
TENTANG

PENGAWASAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM DAN
PENGGANTIAN CALON TERPILIH DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN

RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa penetapan hasil pemilihan umum sebagai salah
satu tahapan dalam pelaksanaan pemilihan umum
yang merupakan faktor penting bagi keberhasilan
penyelenggaraan pemilihan umum, untuk itu perlu
dilakukan pengawasan secara komprehensif terhadap
pelaksanaan tahapan penetapan hasil pemilihan
umum dan penetapan calon terpilih anggota Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a serta untuk melaksanakan
ketentuan dalam Pasal 120 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara
Pemilihan Umum, perlu menetapkan Peraturan Badan
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Pengawas Pemilihan Umum tentang Pengawasan
Penetapan Hasil Pemilihan Umum dan Penggantian
Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota,;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang

Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara
Republik  Indonesia Tahun 2011 Nomor 101,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5246);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang
Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5316);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor
13 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengawasan
Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 1080);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

TENTANG PENGAWASAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN
UMUM DAN PENGGANTIAN CALON TERPILIH DALAM
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA.

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum ini yang dimaksud
dengan:
1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat Pemilu adalah sarana

pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara
langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara
Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
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Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Pemilu untuk memilih
anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten/Kota dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disingkat DPR adalah
Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dewan Perwakilan Daerah yang selanjutnya disingkat DPD adalah
Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD
adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu
yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas
Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk
memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil
Presiden secara langsung oleh rakyat, serta untuk memilih gubernur,
bupati, dan walikota secara demokratis.

Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah
lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan
mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu.

Komisi Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya disingkat KPU
Provinsi adalah Penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan
Pemilu di provinsi.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat
KPU Kabupaten/Kota adalah Penyelenggara Pemilu yang bertugas
melaksanakan Pemilu di kabupaten/kota.

Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disingkat Bawaslu adalah
lembaga penyelenggara Pemilu yang Dbertugas mengawasi
penyelenggaraan Pemilu, di seluruh wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia.

Badan Pengawas Pemilu Provinsi yang selanjutnya disingkat Bawaslu
Provinsi adalah badan yang dibentuk oleh Bawaslu yang bertugas
mengawasi penyelenggaraan Pemilu di provinsi.
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Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat
Panwaslu Kabupaten/Kota adalah Panitia yang dibentuk oleh Bawaslu
Provinsi yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di
kabupaten/kota.

Peserta Pemilu adalah partai politik untuk Pemilu anggota DPR, DPRD
Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dan perseorangan untuk Pemilu
anggota DPD.

Saksi Peserta Pemilu yang selanjutnya disebut Saksi adalah saksi
Peserta Pemilu yang mendapat surat mandat tertulis dari pimpinan
Partai Politik atau dari calon Anggota DPD.

Suara Sah Partai Politik secara nasional adalah jumlah keseluruhan
Suara Sah yang diperoleh seluruh Partai Politik dan calon Anggota
DPR, di seluruh daerah pemilihan Anggota DPR.

Bilangan Pembagi Pemilihan bagi Kursi DPR yang selanjutnya
disingkat BPP DPR adalah bilangan yang diperoleh dari pembagian
jumlah Suara Sah seluruh partai politik Peserta Pemilu yang
memenuhi ambang batas tertentu dari suara sah secara nasional di
satu daerah pemilihan dengan jumlah kursi di suatu daerah
pemilihan untuk menentukan jumlah perolehan kursi Partai Politik
Peserta Pemilu.

Bilangan Pembagi Pemilihan bagi kursi DPRD yang selanjutnya
disingkat BPP DPRD adalah bilangan yang diperoleh dari pembagian
jumlah suara sah dengan jumlah kursi di suatu daerah pemilihan
untuk menentukan jumlah perolehan kursi Partai Politik Peserta
Pemilu dan terpilihnya anggota DPRD Provinsi dan DPRD
Kabupaten/Kota.

Pasal 2

Pengawasan proses penetapan hasil Pemilu bertujuan untuk:

a.

b.

memastikan ketaatan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota
terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Pemilu;
memastikan proses penetapan hasil Pemilu yang dilakukan oleh KPU,
KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan di bidang Pemilu;

mencegah terjadinya pengurangan dan/atau penggelembungan
perolehan suara Peserta Pemilu; dan

menjamin integritas hasil Pemilu.
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BAB Il
LINGKUP DAN FOKUS PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Lingkup Pengawasan

Pasal 3

Lingkup pengawasan proses penetapan hasil Pemilu dilakukan terhadap:

a.

Qo

proses penetapan perolehan suara partai politik serta perolehan suara
calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota;
proses penetapan BPP;

proses penetapan perolehan kursi; dan

proses penetapan calon terpilih.

Bagian Kedua
Fokus Pengawasan
Pasal 4

Fokus pengawasan proses penetapan hasil Pemilu, meliputi:

a.
b.

- ® a0

akurasi penetapan hasil Pemilu;

ketaatan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota melaksanakan
ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pemilu;

netralitas KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;

terjadinya kekerasan dan intimidasi;

terjadinya politik uang; dan

penyalahgunaan wewenang oleh pejabat negara/pejabat pemerintah.

Bagian Ketiga
Strategi Pengawasan

Pasal 5

Strategi pengawasan proses penetapan hasil Pemilu anggota DPR, DPD,
DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, dilakukan dengan:

a.

b.

Qo

mengidentifikasi dan/atau memetakan potensi dugaan pelanggaran
yang mungkin terjadi;

mengawasi secara langsung pelaksanaan tahapan penetapan hasil
Pemilu;

menyampaikan himbauan dan peringatan dini;

menyampaikan keberatan terhadap penyimpangan pada saat
pelaksanaan tahapan penetapan hasil Pemilu; dan/atau
mengoordinasikan dengan Peserta Pemilu dan KPU Kabupaten/Kota,
KPU Provinsi, dan KPU.
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